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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAfV1PUNG TIMUR 
NOMOR: .0.1... .. TAHUN 2005 

TENTAf\JG 

KEDLJDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAl1 LAMPUI\JG TIMUR, 

a.	 bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan pasal 168 
ayat (2), dipandang perlu adanya dasar hukum dalam pelaksanaan hak 
untuk menentukan Anggaran Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan Ketentuan 
Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004, maka dipandang 
perlu mengatur lebih lanjut mengenai Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c.	 bahwa untuk memenuhi maksud pain a dan b di atas, maka perlu 
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. 

1.	 Undang-undang Nornor 12 Tahun 1999 tentang Pernbentukzn Daerah 
Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 
Kotamadya Daerah Tlnqkat II Metro (Lembaran l\Jegara tahun 1999 nomor 
46, Tambahan Lembaran Neqara Nomor 3825); 

2.	 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara RI Tahun 1999 No. 75, tambahan Lembaran Negara RI No. 3851). 

3.	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
(Lembaran Negera Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

4.	 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
43101); 

5.	 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran l'Jegara Nomor 4355); 

6.	 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

7.	 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 l\Jomor 125, tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4437); 

8.	 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 
Nomor 126, tambahan Lembaran l\Jegara RI Nomot'A438); 



Menetapkan 

9.	 Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

10. Peraturan	 Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Tata Tertlb Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

11. kKeputusan	 Menteri Dalam I\legeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Penyusunan, Penganggaran dan Pengawasan Keuangan serta 
Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah 
dan Penyusunan Perhitungan APBD; 

12. Keputusan	 Menteri Keuanqan RI Nomor 7/KMK.02/2003 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil 
dan Pegawai Tidak Tetap; 

13. Keputusan	 Gubernur Lampung Nomor G/276/B.I/HK/2004 tanggal 11 
Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan 2004-2009 dan 
Peresmian Pemberhentian DPRD Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilu 
1999; 

14. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/345/H/2004 tanggal	 15 Oktober 
2004 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa 
Keanggotaan 2004-2009; 

15. Peraturan	 Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom; 

16. Peraturan	 Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2003 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Dengan Persetujuan Bersama
 
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
dan
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR
 

MEtJIUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur; 
2.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur; 
3.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur; 
4.	 Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten 

Lampung Timur dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

5.	 Bupati adalah Bupati Lampung Timur 
6.	 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Timur; 
7.	 Anggota DPRD adalah Anggota DPRD termasuk Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang telah 
diresrnikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah/janji 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

8.	 Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur; 
9.	 Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Timur; 
10.	 Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada 

seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata 
tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi; 



11.	 Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara 
resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan 
tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada 
seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam 
negara, pemerintahan atau masyarakat; 

12.	 Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat 
negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan 
lainnya; 

13.	 Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara 
kenegaraan dan acara resmi; 

14.	 Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat 
negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh 
masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi; 

15.	 Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian 
hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah 
daerah dan tokoh rnasyarakat tertentu dalam, acara kenegaraan atau 
acara resmi; 

16.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD 
adalah Rencana Keuanqan Tahunan Pemerintah Daerah untuk disetujui 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

17.	 Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan 
dengan kedudukannya sebagai Pimpiann dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

18.	 Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota karena kedudukannya sebagai 
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD; 

19.	 Tunjangan Badan kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada 
Anggota kepada Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota 
Badan Kehormatan; 

20.	 Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya 
sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi; 

21.	 Biaya Penunjang Kegiatan adalah dana yang disediakan untuk 
menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

22.	 Tunjangan Keluarga dan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap 
bulan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
diperhitungkan dari Uang Representatif; 

23.	 Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keluarga dalam bentuk asuransi; 

24.	 Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan yang diberikan 
kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
mengikuti rapat-rapat dinas; 

25.	 Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila meninggal dunia; 

26.	 Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 
tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya 
sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia 
Musyawarah atau Komlsl etau Badan Kehormatan atau Panltla Anggaran 
atau alat kelengkapan lainnya; 

27.	 Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa 
Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, Rumah Jabatan 
dan kelengkapannya / Rumah Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Pakaian 
Dinas, Uang DukaWafatjTewas dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah; 



28.	 Liang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas jasa pengabdiannya 
setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat; 

29.	 Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat uang diberi tugas 
tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 

30.	 Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi 
tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang
undangan; 

31.	 Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau Lembaga 
Pemerintah Non Departemen di Daerah. 

BAB II
 
KEDLIDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
 

Bagian Pertama
 

Acara Resmi
 
Pasal 2
 

(1)	 Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam 
Acara Resmi. 

(2)	 Acara Resmi sebagaimana dlrnaksud pada ayat (1) meliputi : 
a.	 Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ; 
b.	 Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat 

Pemerintah; 
c.	 Acara Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah 

Daerah. 

Bagian Kedua 

Tata Tempat 

Pasal3 

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di 
Ibukota Kabupaten sebagai berikut : 
a.	 Ketua DPRD disebelah Kiri Bupati; 
b.	 Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat 

instansi vertikal lainnya; 
c.	 Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah 

lainnya yang setingkat Aissisten Sekretaris Daerah dan Kepala 
Dlnas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya. 

Pasal 4 

Tata	 tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut : 
a.	 Ketua DPRD didampingi oleh Wakill-wakil Ketua DPRD; 
b.	 Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua 

DPRD; 
c.	 Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; 
d.	 Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; 
e.	 Sekretaris DPRD, peninjau dan Undangan sesuai dengan Kondisi Ruang 

rapat. 

Pasal 5 

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati 
dan Wakil Bupati sebagai berikut : 
a.	 Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji 

dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati; 
b.	 Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah klri Ketua DPRD; 



c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; 
d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang 

akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati; 
e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri 

Wakil-wakil Ketua DPRD; 
f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruangan 

Rapat; 
g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri 

Wakil-wakil Ketua DPRD; 
h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan 

Pejabat yang mengambil Saumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil 
Bupati. 

Pasal 6 

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD meliputi: 
a.	 Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri 

atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati. 
b.	 Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat 

yang telah disediakan; 
c.	 Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPR duduk 

disebelah kiri Bupati; 
d.	 Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat 

yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan; 
e.	 Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 
f.	 Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah 

disediakan ; dan 
g.	 Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri. 

Pasal7 

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan 
Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut : 
a.	 Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati: 
b.	 Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan 

Negeri; 
c.	 Setelah pelantlkan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil 

Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; 
d.	 Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di 

tempat yanq telah disediakan. 

Bagian Ketiga 

Tata Upacara 

Pasal8 

(1)	 Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera etau 
bukan upecara bencera. 

(2)	 Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban 
acara resmi, dlselenqqarakan tata upacara 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat
 

Tata Penghormatan
 

Pasal9
 

dan kekhidmatan jalannya 
sesuai dengan ketentuan 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan 
penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerlntah. 


